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REALITAS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI INDONESIA 
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Abstrak: The implementation of decentralization which is yielding 
autonomy is aim to take care of the identity local, to creating 
democratization, to make-up and build up the quality of public services so 
that is appearing the activity of the governance from top level to bottom 
level in order to serves various society’s necessary. But the reality show that 
decentralization had been made up primordial sense or locali’s sentiment, 
which is not controlled therefore made up  authorizeres of leadership who 
only carrying out their group necessary, so that disregarded public service 
progressively made down the social’s prosperity. 
 
Keyword:  Decentralize and autonomous 

 
 
PENDAHULUAN  

Berakhirnya orde baru membangkitkan semangat desentralisasi dengan diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah. Bangkitnya desentralisasi yang disertai 
dengan otonomi daerah dan demokrasi lokal tidak hanya menjanjikan harapan baru bagi 
masyarakat, tapi juga telah membawa perubahan yang menonjol dalam konteks hubungan 
rakyat dan pemerintah atau antara Negara dan masyarakat.  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah merupakan sebuah 
jaminan hukum yang membuat pemerintah membagi kekuasaan dan sumberdaya kepada 
daerah. Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan dan ruang untuk mengembangkan 
diri tanpa harus dikontrol secara penuh oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain daerah 
memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Keadaan inilah yang diterjemahkan oleh para penguasa di daerah untuk menggunakan 
kekuasaannya untuk memenuhi segala kepentingan pribadi atau kelompok, meskipun 
tindakannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Hal ini tergambar dari perilaku beberapa kepala daerah didalam mengelola 
pemerintahan di daerah. Misalnya, adanya pejabat tertentu di daerah yang diangkat oleh kepala 
daerah untuk menduduki 2 jabatan struktural.   

 
PEMBAHASAN 
1. Konsep Desentralisasi dan Otonomi 
a. Konsep Desentralisasi 

Secara etimologis menurut koesoemahatmadja pengertian desentralisasi berasal dari 
bahasa latin de = lepas, dan centrum = pusat ; desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. 
Dalam encyclopedia of the social sciences disebutkan bahwa the process of decentralization 
denotes the transference of authority, legislative, judicial or administrative, from high level of 
government to alower. (desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan 
yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang 
legislative, judikatif atau administrasi).  
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Bagir Manan  mendefenisikan desentralisasi sebagai bentuk susunan organisasi Negara 

yang terdiri dari satuan-satuan pemerintahan pusat dan satuan-satuan pemerintahan 
pemerintahan yang lebih rendah yang dibentuk berdasarkan teritorial atau fungsi pemerintahan 
tertentu. 

Dalam hubungan itu, menurut mariun, alasan dianutnya desentralisasi adalah 1) Demi 
terciptanya efektivitas pemerintahan. 2) demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah 
(grassroots democracy). 

 
b. Konsep otonomi 

Istilah otonomi atau autonomy secara etimologis berasal dari bahasa yunani, autos 
artinya sendiri dan noumos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of social 
science,  otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficiency of social body and 
its actual independence. Jadi ada dua cirri hakikat dari otonomi, yakni  legal self suffiencieny 
dan actual independence. Dalam kaitan dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah 
berarti  self government atau condition of  living under one’s own law. Dengan demikian, 
otonomi daerah adalah daerah yang memiliki  legal self sufficiency  yang bersifat  self 
government yang diatur dan diurus oleh own laws. Oleh karena itu, otonomi lebih menitik 
beratkan pada aspirasi dari pada kondisi.    

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemadirian tetapi bukan 
kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud pemberian 
kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.   

Otonomi menurut Manan adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih 
rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan 
yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan 
rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Sementara itu,  kebebasan dan 
kemandirian merupakan hakiki isi otonomi.  
 
 
2. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat Dengan  
a. Pemerintah Daerah 

Berkembangnya desentralisasi membuat kewenangan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah harus dibagi secara proposional. Secara khusus pembagian kewenangan 
tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten /Kota, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat adalah : politik luar negeri; 
pertahanan; keamanan; yustisi; monoter dan fiskal nasional ; dan agama. 

Dengan demikian, hal ini dapat juga diartikan bahwa kewenangan pemerintah daerah 
adalah semua kewenangan dibidang pemerintahan selain keenam kewenangan di atas.  Lebih 
lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota 
menyebutkan bahwa pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

Dengan demikian bahwa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah 
bersifat mutlak dan tidak dapat dibagikan kepada daerah otonom Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota.  

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa selain mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), 
pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 
sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.  

Berdasarkan ketentuan ini, maka Pemerintah juga berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan yang dibagi bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota.  
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Hal ini menunjukan bahwa, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia 

menggabungkan sistim sentralisasi maupun desentralisasi yang dijalankan secara bersama. 
Hanya yang berbeda adalah seberapa besar derajat desentralisasi dan derajat sentralisasi yang 
dibutuhkan.  

Dengan demikian, otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah (Provinsi, 
Kabupaten/ Kota) untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga 
sendiri, hal ini akan memperkecil kadar intervensi pemerintah pusat pada urusan rumah tangga 
daerah.  

Sejauh mana intervensi pemerintah pusat pada urusan rumah tangga pemerintah daerah 
dipengaruhi oleh bentuk dari suatu negara. Dalam suatu negara kesatuan, otonomi daerah 
diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan 
dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan seperti 
Indonesia, lebih banyak menggantungkan otonominya pada political will pemerintah pusat. 
Keadaan ini menunjukan bahwa, pelaksanaan otonomi daerah di Negara Kesatuan 
menggunakan sistim desentralisasi dan sentralisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama.  

Hal tersebut kemudian dipertegas Pasal 18 PP No 38 tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten /Kota.  
ayat (1) :  menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada 

pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 

ayat (2):  apabila pemerintah daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan 
pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka 
untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah 

ayat (3)  pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaiman dimaksud pada (2) apabila pemerintah daerah telah mampu 
menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia 
tidak secara otomatis menghilangkan intervensi pemerintah pusat dalam pelaksanaan 
pembangunan di daerah. Tetapi, sebaliknya pemerintah pusat masih dapat melakukan intervensi 
dan mengawasi pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, 
apakah pemerintah daerah mampu ataukah tidak dalam menyelenggarakan kewenangan yang 
diberikan oleh pemerintah tersebut, dan apabila pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
kewengan tersebut belum mampu, maka pemerintah dapat mengambil alih pelaksanakan 
kewenangan yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintah daerah tersebut.  

Terkait dengan hal tersebut, Syafrudin menyatakan bahwa pada prinsipnya UUD 
memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, 
karena penyelenggaraan segala kepentingan baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya 
adalah kewajiban pemerintah yang satu itu. Hanya terkait dengan luasnya daerah, makin 
banyaknya tugas-tugas yang harus diurus pusat, sejalan dengan kemajuan masyarakat dan 
negara, perbedaan antara satu dengan yang lainnya sulit diketahui, dan sulit diatur secara 
terpusat. Hal ini membuat, adanya kemungkinan daerah-daerah menyelenggarakan sendiri 
kebutuhan-kebutuhannya yang khusus jika keadaannya sudah memungkinkan.  

 Lebih lanjut Lubis menyatakan bahwa, dalam suatu negara kesatuan terdapat asas 
bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat sedemikian rupa, 
sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan dan 
bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat  

Ini berarti bahwa dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, pemerintah pusat 
tetap mempunyai hak untuk mengawasi daerah-daerah otonom yaitu daerah yang berhak dan 
berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, akan 
lahir pemerintahan setempat (local goverment).  
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3. Realitas Pelaksanaan Desentralisasi   

Secara teoritis, desentralisasi, otonomi daerah, diharapkan dapat mempromosikan 
demokrasi lokal, membawa negara lebih dekat pada masyarakat, menghargai identias lokal 
yang beragam, memperbaiki kualitas layanan public yang sesuai dengan kebutuhan local, 
membangkitkan potensi dan prakarsa local, dan seterusnya. Akan tetapi banyak masalah, 
tantangan dan dilema maupun suatu kemajuan yang muncul menyertai kebangkitan 
desentaralisasi, Otonomi daerah dan demokrasi local selama ini.   

Persoalan yang paling menonjol dalam implementasi sistem desentaralisasi melalui 
otonomi daerah adalah bangkitnya identitas lokal di daerah. Karena selama orde baru, identitas 
lokal dihancurkan dengan konsep penyeragaman desa versi jawa.  

Kembalinya identitas lokal bukannya tanpa masalah. Dimana, menguatnya isu Putra 
Daerah dalam konteks pemilihan Kepala Daerah maupun wakil rakyat di DPRD dan DPD, 
bahkan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri. Dalam prakteknya, isu Putra Daerah 
dipahami dan dipraktekkan secara berlebihan, indikasinya bahwa orang asli kelahiran di suatu 
daerah dianggap Putra Daerah, tanpa peduli apakah orang itu mengenal dan dikenal oleh 
masyarakat setempat meskipun ia sudah keluar ataupun merantau kedaerah lain. Yang terjadi 
bahwa banyak orang yang sudah lama besar, tenar dan berduit di Jakarta kemudian pulang 
kampung untuk menduduki jabatan Kepala Daerah atau wakil rakyat di DPRD maupun DPD. 
Kekayaan dan ketenaran itulah yang digunakan untuk membeli  dukungan elit local, yang 
diteruskan dengan mobilisasi massa sehingga dapat menimbulkan rawan konflik didaerah-
daerah. 

Salah satu isu yang menjadi latar belakang menguatnya sentimen kedaerahan adalah 
pengalaman masa lalu. Dimana daerah-daerah di masa orde baru dipimpin oleh pempinan 
daerah (gubernur, bupati/walikota) yang ditentukan dari pemerintah pusat, sehingga banyak 
pemimpin daerah yang bukan merupakan anak daerah. Hal tersebut turut memberikan andil 
dalam proses pembangunan yang tidak seimbang diantara pusat dan daerah. Karena bukan anak 
daerah maka hal ini berdampak pada kinerjanya yang tidak memberikan kontribusi bagi 
pembangunan di daerah. Seiring dengan berkembangnya kebijakan otonomi daerah, maka 
daerah merasa bahwa sekarang waktunya bagi daerah untuk memimpin, maju dan berkembang. 
Situasi yang terbangun tersebut, dikenal dengan semangat kedaerah yang sempit atau disebut 
juga dengan semangat primordialisme yang sempit. 

Primordialisme adalah suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal 
yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala 
sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Secara etimologis, primordialisme berasal 
dari kata Bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. 
Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya 
melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap 
primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap 
ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap 
yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu 
memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang 
telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (internalized value) 
dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat 
menguntungkan baginya.  

Kenyataan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tiap 
kabupaten/ kota di Maluku adalah adanya indikasi kebijakan-kebijakan tertentu yang berusaha 
mempertahankan hegemoni kedaerahan secara sempit melalui perekrutan-perekrutan pegawai 
maupun didalam penempatan pejabat-pejabat struktural di pemerintahan kabupaten/kota. 

Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh beberapa pemerintah kabupaten 
di provinsi Maluku dalam proses penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), yaitu 
memprioritaskan anak daerah yang memiliki kualifikasi pendidikan S1. Dengan demikian, bagi 
anak daerah yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan strata satu (S1) akan diprioritaskan 
dalam proses penerimaan atau perekrutan pegawai (PNS). 
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Realitas ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap profesionalisme dari pelaku 

dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Terabaikannya unsur profesionalisme 
dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada 
menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Profesionalisme 
disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, 
adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. 
Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan 
menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan program pelayanan.  

Selain itu, banyaknya urusan yang telah diserahkan kepada kabupaten/kota ternyata 
tidak diikuti oleh kemampuan dan jumlah SDM Aparatur yang tersedia. Terbatasnya kualifikasi 
dan jumlah SDM aparatur ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota. 
Di beberapa daerah bahkan pengisian jabatan dilakukan dengan mengatrol kepangkatan 
seseorang, karena keterbatasan SDM yang memenuhi persyaratan. Mekanisme Baperjakat 
(Badan Penilai Jabatan dan Kepangkatan) seringkali terbentur pada keterbatasan jumlah dan 
kualifikasi SDM yang tersedia, di samping juga politik afiliasi dan politik akomodasi. 
Keterbatasan SDM aparatur ini sangat dirasakan dalam pelayanan publik maupun dalam 
pengelolaan keuangan daerah.  

Hal ini menunjukan, bahwa selain semangat primodialisme dan hubungan kedekatan, 
kenyataan yang muncul dari pelaksanaan sistem Desentralisasi adalah persoalan kompetensi 
dan kualitas aparatur pemerintahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Terhadap hal ini, 
menurut Ryas Rasyid bahwa yang perlu diperhatikan di era otonomi daerah adalah, persiapan 
sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas/kualitas yang tinggi dalam segala aspek yang 
harus dimiliki oleh daerah.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Kaho menyatakan bahwa faktor manusia memegang 
peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penting, karena 
manusia merupakan subyek dari setiap aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan 
penggerak dan pelaku mekanisme dalam sistim pemerintahan.  

Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-
baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia, subyek atau pelakunya 
harus baik. Hal tersebut berarti, bahwa mekanisme sistim pemerintahan, baik daerah maupun 
pusat, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, apabila 
manusia sebagai subyek yang menggerakannya baik pula. Tanpa manusia pelaksana yang baik, 
maka mekanisme pemerintahan pun tidak dapat berjalan dengan baik.   

Selain itu, menguatnya peran Kepala daerah (Kabupaten/Kota) didalam pelaksanaan 
pemerintahan daerah. Dimana, aparatur pemerintahan didaerah mulai dari yang memiliki 
jabatan maupun yang tidak memiliki jabatan, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan, administrasi/organisasi, harus bertanggungjawab terhadap Bupati/Walikota. Hal 
ini membuat/menjadikan kepala daerah sebagai pemimpin yang superior di dalam menjalankan 
pemerintahannya sehingga apa yang diinginkan oleh Bupati/Walikota harus dilaksanakan oleh 
aparatur pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.  

Dengan demikian, pemimpin/kepala daerah memiliki kekuasan yang sangat sulit untuk 
dapat dikontrol, apalagi jika peranan DPRD yang lemah dalam melakukan pengawasan 
terhadap Kepala daerah. Salah satu contoh konkrit adalah dalam penentuan akhir pimpinan 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara teknis membantu kepala daerah dalam 
menjalankan roda pemerintahan di daerah adalah sepenuhnya ada pada kekuasaan kepala 
daerah.  

Realitas yang terjadi menunjukan mekanisme pengangkatan pegawai khususnya 
pejabat struktural di pemrintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku memperlihatkan 
bahwa ada beberapa jabatan struktural yang diisi oleh pejabat yang berdasarkan pangkat, 
golongan, masa kerja, maupun diklat sebagai sarana penunjang jabatan yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, belum memenuhi syarat dan terkesan 
dipaksakan.  
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Menurut Ryas Rasyid gagasan ideal yang perlu dipahami oleh aparat pemerintah di 

daerah adalah revolusi atau perubahan radikal terhadap sikap mental aparatur didaerah. Dengan 
demikian, cara pandang kewenangan sebagai alat melanggengkang kekuasaan harus diubah 
menjadi cara pandang kekuasaan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat dan terhadap 
nilai-nilai yang berlaku.  

Perilaku aparatur pemerintahan tersebut menunjukan bahwa kepala daerah berusaha 
mempertahankan jabatan yang sedang dimilikinya dengan cara menetapkan pejabat di 
pemerintahan daerah berdasarkan hubungan-hubungan tertentu. Sebaliknya, para pejabat dalam 
upaya mempertahankan kedudukannya akan melayani kepala daerah sesuai dengan keinginan 
kepala daerah. Pada hal, adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada 
pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

Dengan demikian, hal ini menunjukan bahwa berbagai realitas pelaksanaan sistem 
desentralisasi yang mengarah pada pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah local yang bertujuan menjaga identitas local, menciptakan demokratisasi, 
pemberdayaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik hanya sebatas pada konsep dan 
teori-teori, dan di politisasi pada perangkat hukumnya serta pada tataran praktek, sehinga proses 
pembangunan berjalan tersendat-sendat dan tidak menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. 

 
PENUTUP 
1. Pelaksanaan kebijakan Desentralisasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pemancaran 

kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimana, pemerintah daerah 
diberi keleluasaan atau kebebasan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan atau untuk 
dapat mengurus segala urusan rumah tangga daerah secara bebas yang bertanggung jawab 
dengan kata lain daerah diberikan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini 
bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan didaerah lebih responsif, 
sesuai dan memperhatikan kebutuhan masyarakat daerah. serta dengan adanya pengawasan 
dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut. Dengan 
demikian, pada satu sisi adanya desentralisasi kepada pemerintah daerah (Provinsi, 
Kabupaten/ Kota) untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga 
sendiri.   

2. Realitas yang terjadi ini menunjukan gambaran bahwa bangkitnya semangat desentralisasi 
di era reformasi melahirkan penguatan terhadap identitas lokal yang tidak terkontrol. 
Akibatnya adalah menguatnya pengaruh primordialisme didalam proses politik di daerah, 
baik itu dalam proses pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD dan DPD) dan pemilihan 
Kepala daerah. Selain itu, kekuasaan kepala daerah yang sangat besar membuat proses 
pengangkatan pejabat struktural di daerah sangat dipengaruhi oleh kepentingan kepala 
daerah, baik itu karena adanya kepentingan kesamaan suku, ras bahkan agama dan adanya 
kesamaan kepentingan politik.  
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